
 

 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN 

NOMOR : 009/HK.03.2/36/2022 

TENTANG 

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, 

 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman 

Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian 

Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk 

mendukung penyusunan Laporan Keuangan; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan     

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem 

Akuntansi Instansi untuk menghasilkan Laporan 

Keuangan; 

  c. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan 

diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub 

Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Banten; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Banten tentang Tim Penyusun 

SALINAN 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI BANTEN 



Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20I3 Nomor 103, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20I8 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6267); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan    

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158); 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi 

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 

Lingkup Bendahara Umum Negara dan 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;  

  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 
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  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

Memperhatikan 

 

: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3508/KU.03.2/2/2021 tanggal 29 Desember 2021 

perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan LK 

Unaudited 2021; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN 

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN. 

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

bertugas: 

a. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan 

Rancangan Pengendaliannya; 

b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat 

Entitas; 

c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian; 

e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;  

f. Menyusun penilaian Efektifitas Implementasi 

Pengendalian dan Penilaian Kelemahan; 
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g. Menyusun Kertas Kerja Penyesuaian; 

h. Menyusun penilaian Kelemahan Gabungan; dan 

i. Menyusun dan melaporkan Laporan Hasil Penilaian. 

KETIGA 

 

 

: Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten diatur sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang 

Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian 

Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Penyusun Pengendalian 

Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung 

mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2022. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 

 

 

 

H. Agus Supriyadi 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 10 Januari 2022 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN, 

 

                                ttd. 

 

FERRY SYAHMINAN 
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SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN 

KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

 

NO NAMA 
PANGKAT/ 

GOL RUANG 
JABATAN 

KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 4 5 

1. Yudi Gunawan 

NIP. 198611162009021003 

Penata Tk. I, 
III/d 

Kepala Bagian 
Keuangan, Umum 

dan Logistik 

Ketua 

2. Hj. Karni Kumalasari 

NIP. 19760819 200902 2 002 

Penata Tk. I, 

III/d 

Plt. Kepala Sub 

Bagian Keuangan 

Wakil Ketua 

3. Riana Laila Sari 

NIP.19770831 200811 2 001  

Penata, III/c Kepala Sub Bagian 

Program dan Data 
selaku Plt. Kepala 

Sub Bagian Umum 
dan Logistik 

Anggota 

4. Eka Rafianto  

NIP. 19811123 200902 1 003 

Penata Muda 
Tk I,  III/b 

Bendahara 
Pengeluaran 

Anggota 

5. Fachri Muhammad Wendry 

NIP. 19920622 202012 1 005 

Penata Muda, 

III/a 

Pelaksana  Anggota 

6. Zulisa Maulida 

NIP. 19960718 202012 2 010 

Penata Muda, 

III/a 

Pelaksana  Anggota 

7. Ali Richard 

NIP. 19750901 200811 1 001 

Pengatur Tk. 
I, II/d 

Pelaksana  Anggota 

8. Nurjaman 

NIP. 19660315 201212 1 002 

Pengatur, II/c Pelaksana  Anggota 

9. Sukaryawan 

NIP. 19710307 201212 1 004 

Pengatur, II/c Pelaksana  Anggota 

10. Agus Rukmana  

NIP. 19720621 201212 1 005 

Pengatur, II/c Pelaksana  Anggota 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 

 

 

 

H. Agus Supriyadi 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

NOMOR  009/HK.03.2/36/2022 

TENTANG  

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS 

PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI BANTEN. 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 10 Januari 2022 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN, 

 

                                ttd. 

 

FERRY SYAHMINAN 
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